[sele

> 3
[

Ina

ol
o

Oy 855, EU';L.fﬂ i"”'*? ﬂ__ : ﬂvﬂul I51.

EE I

' Jarwrat Ko, 16 tEILﬂ 1055 tentang pepgu—
bahan. Peraturan Peﬁerlﬂta Perigganti Un-
dang—undang -tentang penbentulan daerah-
daerah Propln%l di Sumatera.
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Lenwelenyparaar nomeanta an daerah berdasarkan Undang-undang

_Republik Indonesia [l0.22 tzhun 1948 telah berdialan- haNDlT lima

(5)tahun. Dari Ueﬂ,alﬁnaqﬁlhu tampalklah segala Lpiuraﬂkan—k ckKurangen
dan kesulitan-kesulitan dalan peraturan undang-undang jang berlalu,
Jjang sedikit banjak mempengaruhi penjelenggaraan ﬂidaerah—daerah
otonoom tersebut.

Selain dari pada itu,dalam Peraturan Pemerintah.pengganti Un-
dang-undang tentang Uenbeqtuhaﬂ naerah otonoom berdasarkan Undang~
undang No.22 tahun 194& itu ditentukan dengan tegas,bahwa peratu-

ran-peraturan deerah jang adea sebelun oprldﬁunqa Peraturan Yemerin-
tah pengganti Uﬂﬁaﬂp—unnand pembentukan tersebut tidak berlaku la-
gl 5eoudah lima(S) taghq terhﬁtung derl Wa_tu bernlrlﬂga daeral

tldek ada 311 tlrdpkan Japg ﬁejerluwwﬂ seopluu masa 1tu UDfldAUe
Berhuoun" dengan itu, sambhil menunggw lrsluarnja Undang-undeng

. tentang DotoL—polok pPNCli tehan deerah jang baru den Und aqg—un&aﬂg

tentang perimbangan keuangan anteara legars dan Yaersh,perlu kire-

nja diadakan tindaken~tindekan jeng dapat nmengurangi Segala kesu~

litan-kesulitan seperti dimeksud dan nembantu daerah-daerah oto-

noom itu untuk lebih melantjarkan penjelenggarsan pemerintahannja.
- ¥glah satu dgalan untuk nent japai tudjuan itu,ialsh memperba-

'iki Peératuran ‘Femerintal pengganti Undang~undang pembentuxan deae-

rali otoncom Jang berlaku dewasa.ini,dimena dipandang perlu.

Adapun kesuliten-kesulitan delam praktek jang disebabkan karena
tidak lengkapnja peraturan-peraturan Undang=undang jang berlaku de-
wasa ini,adalgh torwuawa mengenai soal- soal qenertl dibawah ini:

luuTJdak adan ja keteﬂtuaﬂ delam nergturan Unda“q—Uﬂfang tersebut
Jang memberikan hek kepada daerah-dserah otonoom untuk mengd-
-tur deh nengurus urusan-urusan jang mengenai kepentingan dae-
rahnje masing-masing jang termasuk lapangan kosong(braa<11w~cm_
de terreinen), jaitu urusan-~urusan jang bln“ga deTasa ini belum
"atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Fusat.

2. Tidak 1eu”kapﬂ4a ketentuan dalam peraturan Jnﬂun”—u 1dang terse=
but jang menentukan tentang kedudukan dari meraturdr -peraturan
jeng masih berlaku sebelum berlalkunja Beratvran Pemerintah peng-
ganti Undang-undeang pembentulkan daerah~daerah ofonoom menpurut
Unﬂanv-unﬂanﬁ Ko, 03 tehun 1948 itu. |

Tidak lengkapnja ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-un-
dang tersebut jang menentukan tentang hak-milik dan butang-piu-
tano_darl.dagrar -daerah otonoom jeng ‘sudah ada sebelum berlalku-~
nja, Peraturan “enerintah pengganti Undang-Undang pembentukan
menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

4, Didak adanje ketentuan dalam perasuran Undang-undang tersebut
jang menentulen tentang atatvs dari pegawal—negawal jeng telah
diangkat oleh deerah~deerah otonoom jang sudah ada .sebelum ber-
lekunjae Feraturan Femerintah pergeganti Undang-undang pemhentu-
¥an menurut Undang-undang Ho.22 tahun 1948 itu, ‘
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DARRAH-DACRER OPOTWO0T PROPINS L.
[I.rendjelasan Undang -Jndanf
T b ﬂarlrat No.l6 tahun 1955, tenua popuu-
= AT bahan. Peraturan Pemerlntah LelbbﬁnbL T~
' dang-undang tentang pembentulan daerah-
daerah Propinsi ql.uumatera.
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Pen jelenggargan pemerintalhan daeral berdasarken Undang—upuaug
Republik Indonesia 10.22 tehun 1948 telah berdjalan. hampir lim
(5)tehun.Dari pengalamar/itu,tempaklah segala kekurang gﬂ—kukuﬂnnﬁaﬁ
dﬂn kesulitan—keaulltan dalau peraturan undang-undang jang berlalu,

jang sedikit banjak Wﬂmﬂenﬁarlui,penjelengparaan ﬂiﬁaerah—daerah
otonoom tcrsebut

Selain dari pada itu,dalam Peraturan Femerintah. oelggant1 Un~-

lang-undang tentang pembeﬂtvhaﬂ daerah otonoom berdassarkan Undang-
nﬂanﬁ No.22 tahun 1Q4b itu ditentukan dengan tegeas,bahwa peratu-
ren~-peraturan daerah jang ada sebelun berlakunja _eraturan Femerin—~
tah pengmanti Umdaﬂp-undanﬂ Dembentukan tersebut tidak berlaku le-
gi Setniah lime (5) tahun terhitung deri waktu berdirinja daerah
jang bersangkuten,ketentuan mana aken menimbullkan kesulitan bila
tidak diambil tindakan jJang seperlunja sebelum mesa itu berlaku,

Berhubung dengen itu,sambil menunggu F*luavn]a Undang=undang

. tentang pokok-pokok pemerintshan deerah jang bharu den Uadang—und ng

tentaﬂg perimbangan keuargan entears llegara dan Yaersh,perlu kira-
nja diadakan tindaken-tindaken jeng dapat mengurangi segala kesu~—
lltan—keoulltan gseverti dimeksud dan nembantu dserah-dserah oto-
noom itu untuk lebih melantjarkan penjelenggaraan pemerimta’aLrj

© ®aleh satu djalan untuk nent japai tudjuan itu,ialah mempe rua—

‘iki Peraturan ‘Femerintah pengganti Undang-undang psmbentukan dee-

reH otonoomn Jang beirlaku dewasa.ini,dimena dipandang perlu.
Adapun kesulitan-kesulitan delam praktelt jeng disebabkan karena
tidak lengkevnja peraturan-peraturan Undang-undang Jjang berlaku de-

wasa ini,adalah t@“utama mengenal soal-soal seperti dibawah inic

1. Tidak adanja Ieteptuap dalam nergturan Undan g~-undang tersebut
jeng memberikan hek kepada daerah-daeral otonoom untuk mengze-
-tur den nengurus urusen-urusan jang mengenad kepentingan dae-
rohnja masing~masing jeng termasuk lapansan kosong(braaklicron-
de terreinen), jaitu urusan~-urnsan jang hingga dewsa.sa ini belum
"atau tidak diatur den diurus oleh Pemerintah Iusat.

2. Tidak leéengkapnja ketentuan dalam peraturan Undang-undang terse-
but jang menentukan_tentang kedudukan dari peraturan-peraturan
jeng nasih berlaku sebelum berlalunjs Pereturan Femerintah peng=-
ganti Undang-undeng pembentukan daereh-dserah otonoom meaurut
Undang-undang Ho,22 tehun 1948 itu. :

. Tidak lengkapnja ketentusn dalam peraturan-peraturan Undang-un-
deng tersebut Jjeng menentukdn tentang hak-milik dan hutang=-piu-
tang dari. daerah~daerah otonoom jeng ‘sudah ada sebelum berlaku-
ﬂga.Peraturan tenerintelr penggan 151 JPd&Tﬂ»Upddﬂg pembentukan
menurut Undang-undang do 22 tahun 1948 itu.

4. Tidak adanja ketentuan dalam peraguran Undang-undang tersebut
jang menentulan tentang status dari pegawal—pegawal jang telah
ilangkat oleh daergh~dserah otonocom jang sudash ads .sebelum ber-
lakunja Feraturan Femerintalk pergsanti Uzdapg—undapg meocnbu—
¥an menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu,

ﬂerhubqu ‘dengan kesulitah-kesulitan tergebut dlatas,nuka per
lulah ¥iranja secera diadakan perubahan-perubahan dalan eraturan
Femerintah pengganti Undang-undang pembertukan dari daera h~d“erah
otonoom tersebut oleh karena:

8. Loteftuahuse weve
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bevlakurga FPeratuten fenmerintah peﬂ Paptl UhdanFALnduag pernben=—
tukan. berdasar. Undﬁn@—uﬂdanﬁ 1Mo, 22 tahun 1948 itu akan berhenti
berlaku setelah llma(S) tahun kemudian dari pada waktu berdiri-
nja DPaerah jang bersanglutan mengekibatkan,bahwa setelah mase

itu berlelu,ekan terdapatlah kefosonpaﬂ(vacvum)dalam sekian ba
njak lapangmﬂ pemerlntahan oleh karena belum lagl senua perata—
ran-peraturan tersebut digenti etau diubah oleh daerah jang ber-
sangkutan, sebagaimansg dimaksudken oleh Peraturan Pewerintab peng=-
ganti InanT—undang ngmbentlkan Veerah~deerah jang bersangkutan
ity sendiri.

Berhubung dengan itu,perluleh penbatasan waktu berlakunja pe-
raturar—perctnruh itu ditiedaken denidiserghkan sadja kepada Ua-~
erah jang bersanglkutan untuk menarilknja kewuall,meﬂggaftl atan
TENE Ubohﬂja,SES”al dengan kecadaan. :

Tidek adanja lketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas,mengalibat-
kan, bahita perkembangan Ueraturap'dldaerah daerah, trrutpma bang-
kitnja sutoactiviteit ﬂaeva%-ﬂaerah tprbmlang,oleh karena sisg-

tim " materlele huishouding' jang dianut oleh Undang-~undang lio.

22 tahun 1948 jo.Peraturan Yemerintah pénggenti Undang-undang

'pembentukannja tidek memunglkinlkan daerah —~daerah otonoom terse-

but untuk menggt r dan mengurus hal-hal jang baru timbul didae-
rahnje dan jang belum atau tidek diatur oleh emerintal Pusat
dan djugea helum diserahlan kepada deerseh otonoonm tersebut (la~
pangan kosong). .
Berhubung dengen itu,perlulah kepsada daerah-daerah otonoom

* diberikean dasar hukum untuk mengadaken tindakan-tindsken jang

dipandang perlu dalam hal~hal jang termasuk dalam "braakliggen~
de terreinen’ itu,sebagaimena telah diatur puls bagi daerah-
daerah otonoom jang dehulu,pun puls sekarang ini bagl daerah-
daerah otonoom di *alimantan.

Tidek lengkepnia ketentuan termaksud dalam angks 2 menggkibat=
kan timbulnja nerQQLLa“moeruoalan mengenal peraturan-peraturan
jeng tidak tersecbut didalam Letentean itu,misalnja "Keuren en
reglenenten van Politie", atau reTuturan—peruuurau daerah jang
mungkin telah diadakan oleh Froyinei. sebelum berlskunja fera-
turan femerintah penpsganti Undang-undang pembentulan dacrash jang
bersanglutan, seperti FlSdlﬂda siapakah kini berhak merubah,me-
nembah dan méntjabut peraturan-peraturan -tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah dladakan ketertuan jang tegas
dalam pereturan unnaJFhundang untuk menghindarkan segala kesu-:
litan juridis-seperti® jang dimaksud.la dan Undang-undang Darurat

i Hiuegagkan bahwa peraturan-peraturan jang lame itu terus

berlaku dalam dserah hLPuFWJa serula, sehagai. peraturan daerah
dari da eﬂap—daerah otonoon jJjeng sekarang. telah dibentuk itu,dan
darat diubah,diganti atau ditarik kembali oleh pen wuasa(ﬂ.;.H.ﬂ.
fle.erah otonoom ijang bersanckutan.dengan adanja ketentuan ini,ma-
ka perkembangen daerah o*onoom dalam lapangan hukumnja dapat

1ebih terdjamin,

Tidak lengkapnja ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatag,dapat
mengakiTatkan timbvlnja kesulitan-kesulitan bagi deerah-daersh
otonoom jrng sudah dibentuk menurut Undang-undang fo,22. tahun
1948 itu,dalam menjelesaikan soal=soal jeng berhubungan de-
ngan hak—milik deri deerah-daersh otonoomn. Jjang lema.

. Berhuvbung dengan itu,dalam Undang-undarg Jarurat ini di-
tegaskan, bahwe’ segalg milik dari semus daerah~daerah otonoom
jeng lema,baik Jari rropinsi naupun deri pemerintah daerah le-
residenan,mendjadi milik Propinsi.Dan memgenai hutang-piutang
dinjatekan, bahwe segala huteng-piutang dari semua daerah-dae-
reh otonoom jang lema,baik Frowinsi maupun, deri- Femerintah da-
erah kere81ﬂenan, enﬁgaﬂl taq“hunwan dan urusan *emerintah
Tusat. ‘ '

Tidak adanja ketentuan dala ann a 4 dlatas nqua1lbatVan $im-

‘bulnja keragu~raguan kepade daerah—daerah otonoom jang telah

dibentuk merurut Undang—uahang 10,22 - tahun 1948 itu dalam mene-
tapkan heherapa soal kenegawalaﬂ daerah,misaln je masa kerdja,
gadjli dan lain-leinnja Jang berbubunpan dengan kedudukaﬂ hukum
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dari pegaweli-pegawal Jjang hersangkutan.

Berhubung dengan itu,dalam Undang-undang Darurat ini ditetap-
kan, bahwa pegswai-pegawal dari daerah-daerah otonoom jang lama
itu mendjadi pcgawaimﬁ@rawai dari daerah~decrah otonoom jang be
ru,ketjuali mereka jang tegah menpunjaei status lain berdasurhaL
poratﬂr 2 jang sjah. »

nnaa14a penjelesaian scal ini menimbulkkan kesuliten,make oleh

dang—-undang Yarurat ini diberikan kemungkinan Venaﬂa deerah-
Haerah otonoom untuk meminte bantuan dari Penerlntah Pusat da~
lam menjelesaikan kesulitan-kesuliten tersecbut.

Selein dari pada itu purlulah kiranje didjelaskan, bakwa jans
ﬂimaxgud ﬁezrap istileh "persturan undang-undang' dalam Undaﬂg—
undang darurat ini ,ialeh "Undang-undang", "Undang-Undang Daru-
rat" dan ”Peratvranﬁ?emerlqtah”(Daya 38, A51ngnja "Algemene ver-
ordeningen®), sedalgkam jang dimaksudkan dengan istilah "pera-
turen peruﬂ1ahﬁaﬂ ielah "wetteli jke regelingen' (djadi peratu-

ran Undang-undang den djuga peraturan daerah

II. Pasal demi paseal:
Fasal I,

Ajat (1)

pebelum berlakunj& Feraturan 'enerintah pengganti Undang-
undang ¥o.5 tehun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera
Utara, uumatera Utara adalah terajrl dari dus Pr 0ﬂ1n3¢,3a3tu Pro=-
pinsi Atjeh Jjang Aibentulk dengan Feraturan Wekil Perdana llente=
ri pengganti Feraturan Pemerinteh Wo.8/Des/W.K.P.l. tahun 1949
den Fropinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Pe-
raturan Yakil Terdans Menteri Fengpanti Feraturan Yemerintah
o, 9/Des/;,f.xon. tahun 1949,

Yglan feraturan femerintah peng sganti Undang-undang No.5
~tahun 1950 tentang nﬁubeptuken fropinsi Sumstera Utera,kepada
tropinsi terqebuu_ﬂlatas ﬂLdJadjkan satu,tetapi Jang dltgabut
dengan +eratursn Yemerintah tersebut hqualah peraturan pembern=-
tukan Propinsi atjeh.

Dengzn perobahan jang diadakan dalam a1at 1% dlt]abutld

rerpturaﬂ nembeﬂtukan kedua Fropinsi ters 't.
Ajat (2)
Iihat pendjelas umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub
h
Ljat. (3)s
- Lihat pendjelasan umum alines ke 5 sub 3 dan alinea ke ¢ sub
D
L3at (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub
€.
kgat (5) ¢
Linhat pendjelasan umum glines

418

sub dan alinea ke 6 sub

F
(4]
T3

CD
Pasal 11,

Ketentuan-ketentuan dalem Undang-undang Jarurat ini dinjata-
kan didjalenkan surut mulai pada tangeal 15 Augustus 1950, jaitu
pada hari berlaskunja Feraturan ~emerintah pengganti Undang-un-
dang pembentukan dacreh-deerah otonoom jang bhersangkutan,untuk
meﬂgle,anglr tindakan-tindakan daerah gaﬂg telah diambil sehe-
lum berlakunja Undang-undang Darurst ini,tetapi jang sedjiwa
dengan undang-undang DarU“at i A

ermasuk Lembaran “egara 10,52 tahun 1955.
Diketahui:
e . Lo v
enteri ~ehakiman.
LORKEAN WIRTADIN TR,

Untuk salinan jg serupa.
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